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PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bengkayang,

sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Bangunan, tempat tinggal terakhir di, Kabupaten Bengkayang,
Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah

Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 Januari

2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan ~ Agama Bengkayang, dengan Nomor

40/Pdt.G/2018/PA.Bky, tanggal 19 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 03 Mei 2013;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah
dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 3
Mei 2014, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis namun sejak awal tahun 2015, hubungan rumah tangga
penggugat dengan Tergugat sudah mulai kurang harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan ;

. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang
terkadang pulangnya sampai subuh dinihari bahkan pernah tidak

pulang;
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. Tergugat jarang memberikan nafkah, walaupun diberi hanya
sebesar Rp.20.000,-, selebihnya yang menanggung kebutuhan sehari-
hari adalah orang tua Penggugat;

. Terakhir diketahui Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu bersikap dan berkata kasar
dan sering mengucapkan kata-kata yang tidak sopan;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2016, karena
Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan yang namanya tidak
Penggugat kenal;

8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi
meninggalkan Penggugat dengan membawa semua pakaiannya;

9. Bahwa, sejak kepergian Tergugat (bulan Mei 2016, Tergugat tidak pernah
pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui tujuannya yang
hingga saat ini sudah selama 1 tahun 8 bulan;

10.Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya
kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

11.Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat
dan memilih untuk bercerai;

12.Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cqg Majelis Hakim, agar segera
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memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal
26 Januari 2018, dan tanggal 26 Pebruari 2018, sedang ternyata bahwa tidak

datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar tidak
bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian
pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam
sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

dengan perubahan identitas Tergugat menjadi Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah,
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maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar

dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 03 Mei 2013, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

dengan aslinya, (P.1);

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 24/K/XVI/IV/2018, tanggal 22 Januari
2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karimunting, Kecamatan Sungai
Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi

sebagai berikut:

1. Saksi 1, saksi adalah kakek Penggugat, telah memberikan keterangan
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah

yang telah menikah pada tahun 2013;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu)

orang anak;

- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan

Tergugat baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga
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Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena
masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada
Penggugat, serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan

perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar, namun saksi tahu kalau Tergugat sudah menikah

dengan perempuan lain dan sudah punya anak;

- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 2
(dua) tahun yang lalu hingga sekarang, bahkan alamat dan tempat

tinggalnya sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah pulang dan

tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, saksi adalah paman Penggugat, telah memberikan keterangan
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah

yang telah menikah pada tahun 2013;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu)

orang anak;
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- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat sering keluar malam, serta Tergugat menjalin hubungan

asmara dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Tergugat sedang

membonceng perempuan lain;

- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 2
(dua) tahun yang lalu hingga sekarang, bahkan alamat dan tempat

tinggalnya sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah pulang dan

tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan
apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya
tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar

Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang

tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan
Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai
Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangannya

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha
mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan
Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1)
dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.
Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat

dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah
serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat
dikabulkan secara verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan
yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2015, rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam
tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulangnya sampai subuh dinihari
bahkan pernah tidak pulang, Tergugat juga jarang memberikan nafkah, serta
Terakhir diketahui Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, dan jika terjadi
pertengkaran Tergugat selalu bersikap dan berkata kasar dan sering

mengucapkan kata-kata yang tidak sopan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidak datangannya ke persidangan disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui
dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tergugat dianggap dengan
sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya
di depan persidangan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2) serta 2 orang saksi

yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa  berdasarkan  bukti (P.1) perihal peristiwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka
Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai
bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai
suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) perihal Surat Keterangan
yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah,
sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah tidak

diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-
dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi
keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian
sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat,
keterangan Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah
dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya,
maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan
sebagai bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat, keterangan
Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan
dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis

Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 27 April 2013 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai

1 (satu) orang anak;
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- Bahwa, sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai dengan
sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi bahkan
alamat dan tempat tinggalnya sudah tidak diketahui;

- Bahwa, meskipun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha
menasihati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga
dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras
ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah
mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat
dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling

menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal,
bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmabh, akan tetapi sebagaimana kenyataan
yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah
dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut

sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim
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berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar
keduanya terlepas dari percekcokkan dan penderitaan bathin yang
berkepanjangan adalah dengan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat

dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan

petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Figh yang berbunyi :
cddlaoll Ll Gle paiio sawlaodl 1)
Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada
mencapai kemaslahatan” ;

dan petunjuk syar’i dalam Kitab Figih Sunnah juz Il halaman 248 yang diambil
alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

olSs zo il Blyisl gl azg )l disy ol sa) blges s 5L

o wolidl =g bl oy 8 uine)l plgs azo gllay oo s3]

asl aalls lgalls Login MoVl

Artinya: “Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri

atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tak

dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami

dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, boleh dijatuhkan

talak bain kepada istrinya”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra

Tergugat terhadap Penggugat yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat) terhadap

penggugat (Penggugat);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 351.000,- ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Arsyad, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. dan Muhammad Lukman
Hakim, S.Ag, M.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
Etha, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis, Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. Arsyad, S.H.I.

2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.l.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.
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Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah )
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